
SATINAN

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan

efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta

rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, perlu melakukan perubahan lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomor 52

Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016;

b

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016



Mengingat

Menetapkan

-2-

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 20 15 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara, (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2L2, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2OL5

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Repubiik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut:
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Ketentuan dalam Lampiran Romawi III Angka 2 Huruf a

Angka 1) Huruf e) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan

kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD

dibebankan pada APBD dengan mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Jaminan Kecela,kaan Kerja dan Jaminan Kematian

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan dalam Lampiran Romawi III Angka 2 Huruf b

Angka 3) Huruf j) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan

dinas harus memperhatikan aspek

pertanggungiawaban sesuai biaya riil atau lumpsum,

khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai

dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya

diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota,

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang

diberikan kedudukan atau hak keuangan dan

fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2l Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya

riil;
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak

menggunakan fasilitas hotel atau tempat

penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan

diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan

sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas

dan dibayarkan secara lumpsum;

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan

secara lumpsum.
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Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan

memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas,

efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta

rasionalitas.

Peraturan Menteri

diundangkan.

Pasa-l II

mulai berlaku pada tanggai1n1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2015.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2015.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1893.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Z-') 4,4
W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 t 001.


